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NOMOR :
FIENTANG

PENUNJUKAN FEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi serta terjaminnya
mutu barang sesuai dengan yvang telah direncanakan dalam rangka
belanja modal dan belanja barang dan jasa pekeriaan pada OPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu ditunjuk Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pada Satuan Polisi Pa mong Praja
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
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Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
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Republik Indonesia Nomotr 7 3):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol:
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 4578);
9 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomon
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Urusan
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); e
.f_\

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi X
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 A
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor e
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang "y
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 5
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presi(jfe.n Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;
' is Tahun 2016
raturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
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tentang Anggaran Pendapatan d
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 21T
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate
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{EDUA : Pejabat Pengadas
l’:“]]'!l}l'”' l'l"l?";u {-lll” ‘li.ll:nu!_,!.i'..\'_-.:l Kegiatan pada Satuan
(iikfnn]ﬂ}\—(..,;.:t. dan Pemadam Kc l'lil](.:ll.‘l\l seperti dimaksud pada
satu bertugas antara lain
1. Menyelenggarakan Pengadaan Barang/.Jasa dan
Pengadaan pada
fam Kebakaran

Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Kegiatan
OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemac
vang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi

Kebakaran Kabupaten Pesisir

Daerah
Pamong Praja dan Pemadam
Selatan Tahun 2017;
laksanaan Kerja pada angka 1 diatas
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan

Menyampaikan hasil Pe
Pelaksana

)

PD Satuan Polisi Pamong Praja
ten Pesisir Selatan;

ng telah disetujui
Jasa pada OPD
Kebakaran

pada Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa SK
dan Pemadam Kebakaran Kabupa

3. Menyerahkan hasil keputusan pekerjaan ya
oleh PPTK Kegiatan Pengadaan Barang,/
dan Pemadam

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pesisir Selatan,;
yang dirasa perlu.

Menyelenggarakan tugas-tugas lain
g timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
an Belanja Daerah

da Anggaran Pendapatan d i
da DPA Satuan Polisy

atan pa lis
akaran Kabupaten Pesisir

4.
GA - Segala biaya yan
dibebankan kepa
(APBD) Kabupaten

pPamong Praja dan
Selatan Tahun Anggar
ak tanggal ditetapkan, dan

PAT - Keputusan ini mulai berlaku s€j :
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimanad

mestinya.
Ditetapkan di Painan .
pada tanggal 07 Februari 2017

Pesisir Sel
Pemadam Keb
an 2017.
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